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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tanggung Jawab PT. Pelabuhan Indonesia IV 
(Persero) Cabang Jayapura Terhadap Kerugian Bongkar Muat di Pelabuhan Numbay 
Jayapura. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan empiris yang bersifat 
deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, 
mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan bongkar muat di pelabuhan Jayapura. 
Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Jayapura terhadap barang angkutan dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura di Pelabuhan Numbay Jayapura pada 
dasarnya meliputi perlindungan yang bersifat administratif (kelengkapan dokumen atau 
barang angkutan) dan perlindungan yang sifatnya fisik. Bentuk perlindungan secara fisik ini 
dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan keamanan barang angkutan 
selama dalam kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang tersebut dari dan ke kapal 
pengangkut.  
 
Kata kunci : Tanggungjawab, Kerugian. 
 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia, negara kepulauan seluas 
735.355 mill persegi dengan ±17.000 
pulau. Kondisi ini menjadikan Indonesia 
sebagai salah satu negara maritim yang 
membutuhkan transportasi laut yang 
menghubungkan satu tempat ke tempat 
lainnya, serta sebagai alat angkut yang 
mendukung perdagangan nasional 
maupun intenasional. 
Penguatan terhadap kemampuan armada 
transportasi laut menjadi prioritas utama 
yang ditopang oleh pelayanan jasa 
pelabuhan yang handal.  
Hal tersebut sejalan dengan tujuan 
pembangunan ekonomi Indonesia yang 
senantiasa berupaya meningkatkan 
volume perdagangan. 
Pelaksanaan pembangunan di sektor 
transportasi laut telah ditetapkan 
berdasarkan TAP. MPR RI No.II/MPR/1993 
tentang Garis Besar Haluan Negara 
(selanjutnya disebut GBHN) yakni: 
“Transportasi laut sebagai bagian dari 
sistem transportasi nasional perlu 
dikembangkan dalam rangka mewujudkan 
Wawasan Nusantara yang mempersatukan 
seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan 
nusantara sebagai kesatuan wilayah 
nasional”. Pengembangan transportasi laut 
harus mampu menggerakkan 
pembangunan dengan mengutamakan 
keteraturan kunjungan kapal yang dapat 
menggairahkan tumbuhnya perdagangan 
dan kegiatan pembangunan umumnya. 
Selain itu laut nusantara sebagai lahan 
usaha kelautan mengharuskan 
pengutamaan pelayaran nusantara 
nasional yang mampu menjamin 
tersedianya pelayanan transportasi laut 
yang layak dan aman yang juga 
mendorong terciptanya lapangan kerja. 
Amanat GBHN menunjukkan bahwa 
pelaksanaan pembangunan di sektor 
transportasi laut diarahkan agar dapat 
meningkatkan kegiatan perdagangan antar 
pulau (inter insuler), selain perdagangan 
antar negara (eksport-Import).  
Meningkatnya arus barang dan jasa, 
memberikan gambaran meningkatnya 
kegiatan perdagangan serta lancarnya 
kegiatan jasa transportasi laut. Dan hal ini 
akan memberikan dampat terhadap 
meningkatnya kegiatan pengangkutan 
melalui laut, serta sector terkait lainnya 
seperti Perusahaan Ekspedisi Muatan 
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Kapal Laut (selanjutnya disebut EMKL) 
maupun Perusahaan Bongkar Muat 
(selanjutnya disebut PBM). 
Strategi yang dapat dijalankan dalam 
upaya meningkatkan kegiatan bongkar 
muat dipelabuhan salah satunya adalah 
bagaimana meningkatkan kualitas layanan 
yang diberikan sehingga mampu 
menghadapi persaingan dalam bisnis yang 
sama. 
Parasuraman1 menjelaskan lima faktor 
dalam menentukan kualitas pelayanan 
yaitu: Bukti Fisik (Tangible), Kehandalan 
(Reliability), Daya tanggap 
(Responsiveness), Jaminan (Assurance) 
dan Empati (Emphaty). 
Kegiatan bongkar muat yang dilakukan 
perusahaan di pelabuhan hanya dapat 
dilaksanakan oleh perusahaan bongkar 
muat yang berstatus badan hukum sesuai 
dengan SK Menhub nomor KM 13 tahun 
1989 tanggal 22 Februari 1989.  Kegiatan 
tersebut berkaitan dengan jasa kegiatan 
bongkar muat dari dan ke kapal, yang 
terdiri dari kegiatan stevedoring, 
cargodoring, dan receiving/delivery. Dari 
semua rangkaian kegiatan bongkar muat 
barang dalam hal ini yang dibebani 
tanggung jawab atas barang tersebut 
adalah  
Fakta yang ada, banyak pihak pengguna 
jasa baik pengirim maupun penerima 
barang yang kecewa dengan pelayanan 
jasa bongkar muat barang terkait 
banyaknya resiko yang timbul terhadap 
barang yang dikirim atau diterima oleh 
pengguna, sehingga mengakibatkan 
kerugian. Harus ada kejelasan tanggung 
jawab dari perusahaan bongkar muat 
barang, kejelasan resiko terhadap barang 
yang dikirim oleh pengguna jasa. 
Dari uraian tersebut, masalah penelitian ini 
adalah: 
Bagaimana Tanggung Jawab PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Jayapura Terhadap Kerugian Yang 
Ditimbulkan Dalam Proses Bongkar Muat? 
 
 
                                                             
1  Tjiptono, F.,dan Chandra, G., 2011, Service, 
Quality And Satisfaction,Yogyakarta: CV Andi 
2. PEMBAHASAN 
2.1. Tanggung jawab Perusahaan 
Bongkar Muat 
Mengingat kegiatan bongkar muat barang 
merupakan mata rantai dari kegiatan 
pengangkutan barang melalui laut, 
sehingga dalam penyelenggaraannya tidak 
dapat dilepaskan dari Perum Pelabuhan, 
EMKL, maupun Pengangkut. Sehingga 
dalam menguraikan batas tanggung jawab 
PBM ini perlu diketahui mengenai batas 
tanggung jawab Perum Pelabuhan, EMKL, 
maupun Pengangkut. 
 
2.1.1. Batas Tanggung Jawab Perum 
Pelabuhan 
Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan 
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang diberi wewenang untuk 
menyelenggarakan pengusahaan 
pelabuhan–pelabuhan. Berdasarkan 
Keputusan Dirjen Perla No: AL.62/1/1-85, 
Pasal 11, diketahui bahwa tugas Cabang 
Perum Pelabuhan meliputi: 
2.1.1.1.1. Menyiapkan rencana bongkar 
muat dan pelayaran kapal. 
2.1.1.1.2. Menyelesaikan prosedur admi-
nistrasi pemakaian fasilitas pelabuhan 
2.1.1.1.3. Mempersiapkan dan mengarah-
kan peralatan, tenaga kerja pelaksana 
serta melaksanakan pelayanan 
2.1.1.1.4. Untuk keselamatan barang, me-
ngatur penggunaan dan ketertiban ruangan 
di tempat penumpukan barang yang ada di 
pelabuhan 
2.1.1.1.5. Meneliti kebenaran jumlah, 
ukuran dan jenis barang yang dibongkar-
/dimuat serta ketepatan waktu peng-
gunaan fasilitas pelabuhan. 
2.1.1.1.6. Memungut dan menerima uang 
pemakaian jasa pelabuhan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Dengan tugas tersebut, maka batas 
tanggung jawab Perum Pelabuhan adalah 
sebagai berikut: 
2.1.1.2.1. Fasilitas pelabuhan, meliputi 
fasilitas labuh/tambat kapal dan fasilitas 
tempat penumpukan barang angkutan laut. 
Offset, Hlm. 198. 
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2.1.1.2.2. Terlaksananya pelayanan jasa 
pelabuhan, meliputi pelayanan 
pengeluaran barang atas dasar bukti 
pembayaran uang penumpukan dan uang 
dermaga berikut surat jalan dari PBM, serta 
pelayanan pungutan maupun penerimaan 
uang pemakaian jasa pelabuhan. 
2.1.1.2.3. Keselamatan barang angkutan 
sesuai dengan kondisi pada saat serah 
terima barang. 
 
2.1.2. Batas Tanggung Jawab EMKL 
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut 
(EMKL) adalah perusahaan yang tugasnya 
melakukan pengurusan dokumen-
dokumen dan pekerjaan yang menyangkut 
menerima atau menyerahkan muatan yang 
diangkut melalui laut untuk diserahkan 
kepada atau diterima dari perusahaan 
pelayaran untuk kepentingan pemilik 
barang. (Keputusan Menteri Perhubungan 
No. KM.82/AL.305/Phb-85, Pasal 1:162). 
Berdasarkan tugas EMKL tersebut, maka 
batang tanggung jawab EMKL meliputi: 
2.1.2.1. Terselesaikannya pengurusan 
dokumen-dokumen angkatan laut, yang 
meliputi dokumen ekspor dan impor. 
2.1.2.2. Terlaksananya penyelesaian 
kewajiban kepada Perum Pelabuhan 
melalui PBM berdasakan Delivery Order 
(DO) yang ada. 
2.1.2.3. Terlaksananya pengangkutan 
barang dari gudang pemilik barang ke 
dermaga dan/atau dari dermaga ke gudang 
penerima barang. 
2.1.2.4. Terjaminnya keselamatan barang 
di dalam gudang penyimpanan selama 
pengurusan dokumen masih dalam proses 
penyelesaian. 
 
2.1.3. Batas Tanggung jawab Pengangkut 
Pengangkut sebagai pihak yang 
mengusahakan dan melaksanakan kegia-
tan pengangkutan barang melalui laut, 
sudah barang tentu bertanggung jawab 
pula terhadap barang angkutan yang 
diterimanya dari pengiriman barang yang 
bersangkutan. Mengenai tanggung jawab 
pengangkut telah diatur dalam ketentuan-
ketentuan perundang-undangan maupun 
konvensi internasional mengenai 
penyelenggaraan pengangkutan barang 
melalui laut. 
Mengenai perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia dalam kaitannya 
dengan pengangkutan barang melalui laut 
ini, terutama mengenai tanggung jawab 
pengangkut diatur dalam Pasal 468 sampai 
dengan Pasal 480 KUHD. Berdasarkan 
ketentuan KUHD tersebut, maka batas 
tanggung jawab pengangkut antara lain 
meliputi: 
2.1.3.1.1. Terjaminnya keselamatan 
barang angkutan selama dalam pelayaran 
(perwalian pengangkut). 
2.1.3.1.2. Terselesaikannya pembayaran 
ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan 
seluruhnya atau sebagian dari barang 
angkutan. 
2.1.3.1.3. Terselesaikannya pembayaran 
ganti rugi, seperti halnya mengganti 
kerugian barang-barang biasa atas 
kehilangan atau kerusakan barang-barang 
angkutan berharga baik sebagian atau 
seluruhnya, yang tidak diberitahukan 
sebelumnya keberadaan barang angkutan 
berharga tersebut oleh pengirim kepada 
pengangkut. 
2.1.3.1.4. Terselesaikannya pembayaran 
ganti rugi atas keterlambatan penyerahan 
barang angkutan barang kepada pihak 
penerima. 
Sementara itu batas tanggung jawab 
pengangkut yang diatur di dalam The 
Hague Rules 1924, meliputi: 
2.1.3.2.1. Tersedianya kapal yang layak 
laut, anak buah kapal (ABK) yang cukup 
memenuhi syarat, serta perlengkapan dan 
perbekalan kapal yang memadai. 
2.1.3.2.2. Tersedianya ruangan kapal, 
tempat pemadatan barang-barang ang-
kutan di dalam ruangan kapal. 
2.1.3.2.3. Terjaminnya keamanan barang 
angkutan selama kegiatan pelayaran, 
pemadatan dalam palka kapal dan waktu 
pembongkaran (pada saat terkait Derek). 
Adapun kaitannya dengan ketentuan yang 
diatur dalam The Hamburg Rules 1978, 
maka batas tanggung jawab pengangkut 
meliputi: 
2.1.3.3.1. Terlaksananya pengangkutan 
barang melalui laut, sejak barang angkutan 
di bawah pengusahaan pengangkut, yaitu 
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sejak di pelabuhan pemberangkatan, 
selama dalam perja-lanan (pelayaran), 
sampai tiba di pela-buhan tujuan 
(pembongkaran) barang tersebut. 
2.1.3.3.2. Terselesaikannya penyerahan 
barang angkutan kepada penerima. 
 
2.1.4. Batas Tanggung Jawab PBM 
Sebagaimana telah dirumuskan di dalam 
Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang 
Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang 
untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi 
berikut peraturan pelaksanannya, maka 
tanggung jawab pelaksanaan pemuatan 
dan pembongkaran barang angkutan dari 
dan ke kapal tidak lagi menjadi beban pihak 
perusahaan pelayaran (pengangkut), 
melainkan dilimpahkan kepada 
Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM). 
Dengan demikian batas tanggung jawab 
PBM dalam menyelenggarakan 
kegiatannya antara lain meliputi: 
2.1.4.1.1. Tercapainya kelancaran dan 
keselamatan kegiatan bongkar muat 
barang angkutan, berikut penyerahan 
barang dan penerimaan barang angkutan. 
2.1.4.1.2. Terjaminnya keselamatan kerja 
dari para tenaga kerja PBM selama 
melaksanakan kegiatan bongkar muat 
barang angkutan. 
2.1.4.1.3. Tersedianya peralatan dan 
perlengkapan untuk melaksanakan 
kegiatan bongkar muat barang angkutan 
yang memadai. 
2.1.4.1.4. Terselesaikannya kewajiban 
PBM terhadap Perum Pelabuhan. 
2.1.4.1.5. Terjaminnya kebenaran dari isi 
laporan kegiatan bongkat muat barang 
angkutan. 
 
2.2. Tanggung Jawab PT. Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) Cabang 
Jayapura  
Pengaturan mengenai bongkar muat kapal 
di tingkat nasional terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 
2009 tentang Kepelabuhanan dan 
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 
PM. 60 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengusahaan 
Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal 
yang telah dilakukan perubahan 2 (dua) kali 
menjadi Peraturan Menteri Perhubungan 
nomor PM 93 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Perhubungan nomor PM. 60 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan dan 
Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari 
dan ke Kapal. 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2009 tentang Kepelabuhanan dan 
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 
PM. 60 Tahun 2014 tentang Penyeleng-
garaan dan Pengusahaan Bongkar Muat 
Barang dari dan ke Kapal merupakan 
peraturan pelaksana dari peraturan 
perundang- undangan antara lain sebagai 
berikut: 
2.2.1.1. Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPer). 
2.2.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang (KUHD). 
2.2.1.3. Konvensi Internasional The Hague 
Rules 1924. 
2.2.1.4. Solas Convention 1974. 
2.2.1.5. Konvensi Internasional The 
Hamburg Rules 1978 
2.2.1.6. Undang-Undang nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran. 
 
Penyelenggaraan bongkar muat peti 
kemas merupakan salah satu penopang 
pertumbuhan perekonomian bangsa 
Indonesia sehingga pelaksanaannya harus 
sesuai dengan standar, prosedur, 
operasional menjamin hakdan kewajiban, 
serta harus diatur secara tegas berikut 
sanksinya jika terbukti adanya pelanggaran 
/ wanprestasi / perbuatan melawan hukum, 
dan kesalahan masing-masing pihak yang 
ikut berkontribusi dalam jalannya aktifitas 
bongkar muat. 
Penyelenggaraan bongkar muat di 
pelabuhan dilaksanakan dengan 
menggunakan peralatan bongkar muat 
yang telah memiliki layak operasi, 
menjamin keselamatan kerja, dan 
dilaksanakan oleh tenaga kerja bongkar 
muat yang wajib memiliki sertifikat 
kompetensi. 
Dalam proses pelayanan, setiap kapal 
yang melakukan kegiatan bongkar muat di 
pelabuhan menunjuk Perusahaan Bongkar 
Muat (PBM) masing-masing, yang 
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berfungsi sebagai media perantara dalam 
menjalankan proses pelayanan. Setiap 
PBM akan dibantu oleh beberapa agen 
yang bertanggung jawab sepenuhnya 
sampai proses kegiatan pelayanan barang 
itu selesai. Kegiatan itu berlangsung setiap 
harinya dengan berbagai macam produk 
barang. 
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Jayapura merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa kepelabuhan, melayani jasa 
pengiriman barang, jasa pelayanan kapal 
dari perencanaan sampai kapal keluar dari 
pelabuhan, dan jasa pelayanan rupa-rupa 
lainya. 
Pelaksanaan pelayanan barang PT. 
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Jayapura memiliki Divisi Perencanaan dan 
Pengendalian Operasional yang bertugas 
melayani semua kegiatan yang 
berhubungan pelayanan kapal dan barang, 
sehingga dapat mempermudah agen untuk 
melakukan pengajuan pelayanan kapal 
dan barang. 
Kegiatan bongkar muat yang dilakukan 
oleh Perusahaan Bongkar Muat dari dan ke 
kapal pada dasarnya mengandung resiko 
yang cukup tinggi seperti timbulnya 
kerusakan, kekurangan, dan kehilangan 
atas barang muatan sehingga 
menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa 
(pemilik/pengirim barang), dan begitu juga 
dengan Perusahaan Bongkar Muat karena 
harus membayar ganti rugi atas klaim yang 
diajukan oleh pengguna jasa. 
Kerusakan barang dapat terjadi akibat 
kesalahan atau kelalaian dari 
penataan/penyusunan barang di kapal 
(stevedore). Stevedore adalah ahli memuat 
dan membongkar barang dari dan ke kapal. 
Dalam hal ini stevedore menumpuk suatu 
muatan ke palka kapal, padahal di dalam 
palka sudah terdapat muatan sebelumnya, 
atau karena tutup palka kurang rapat 
sehingga air laut masuk ke dalamnya. 
Kerusakan barang yang terjadi dalam hal 
ini merupakan akibat kesalahan atau 
kelalaian dari pihak perusahaan. 
                                                             
2  Wawancara, Jayapura, 22 Desember 2018. 
Kerugian juga dapat terjadi karena 
berkurangnya barang muatan akibat 
kesalahan pencatatan dari tally man, atau 
petugas pencatat barang-barang pada saat 
bongkar muat di dalam dokumen tally 
sheet. Tally man mencatat pada dokumen 
tally sheet kurang dari jumlah yang 
sebenarnya/tidak sesuai dengan jumlah 
sebenarnya. 
Kerugian akibat hilangnya barang muatan 
juga sering terjadi akibat tindakan 
pencurian pada saat pelaksanaan 
pembongkaran/pemuatan barang di 
pelabuhan atau pada saat barang diangkut 
oleh truk menuju gudang. 
Bani Sahara, Manager Teknik PT. 
Pelabuhan Indonesia IV Cabang Jayapura 
mengemukakan bahwa PT. Pelabuhan 
Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura  
bertanggung jawab atas kerugian yang 
timbul akibat kerusakan, kekurangan dan 
kehilangan barang muatan pada saat 
pelaksanaan bongkar muat barang dari dan 
ke kapal yakni mulai dari kegiatan 
stevedoring, cargodoring, dan 
receiving/delivery akibat kesalahan atau 
kelalaian dari pihak perusahaan dalam 
batas dan syarat-syarat tertentu dan tidak 
bertanggung jawab atas kerugian akibat 
hal-hal diluar batas tanggung jawabnya 
sebagai Perusahan Bongkar Muat, yakni 
kerugian yang terjadi bukan dalam proses 
bongkar muat.2 
Selanjutnya dijelaskan pula bahwa 
tanggung jawab yang dibebankan kepada 
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Jayapura sebagai Perusahaan 
Bongkar Muat adalah3: 
2.2.2.1. Wajib menjaga keselamatan 
barang-barang yang dibongkar/dimuat dari 
dan ke kapal. Untuk menjamin 
keselamatan barang yang dibongkar/muat 
maka harus diperhatikan tentang seluk 
beluk barang tersebut diantaranya 
mengenai jenis barang, berat satuan dan 
volume barang, pembungkus barang dan 
lain-lain. 
2.2.2.2. Wajib mengganti kerugian yang 
disebabkan karena rusak, berkurang dan 
hilangnya barang muatan kecuali PT. 
3  Wawancara, Jayapura, 23 Desember 2018. 
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Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang 
Jayapura dapat membuktikan bahwa hal 
tersebut terjadi pada saat barang masih di 
kapal atau diluar kegiatan bongkar muat. 
2.2.2.3. Bertanggung jawab atas 
perbuatan dari pegawainya (TKBM) dan 
alat-alat operasional yang dipergunakan 
dalam proses bongkar muat. 
2.2.2.4. Setiap penggantian klaim/ganti 
rugi harus dikoordinasikan dengan pihak 
jasa asuransi agar tidak timbul double 
klaim/tagihan. 
Melihat tanggung jawab yang disebabkan 
kepada Perusahaan Bongkar Muat cukup 
berat, maka diperlukan adanya 
pembatasan - pembatasan untuk 
pelaksanaan tanggung jawab tersebut, 
yaitu: 
2.2.3.1. Perusahaan hanya membatasi 
keselamatan barang dalam proses bongkar 
muat yakni mulai dari kegiatan stevedoring, 
cargodoring, dan receiving/delivery. 
Apabila barang-barang tersebut telah 
diserahkan ke tempat 
penimbunan/gudang, maka bukan 
merupakan tanggung jawab dari 
Perusahaan Bongkar Muat lagi. 
2.2.3.2. Apabila ada kerusakan, 
kekurangan dan kehilangan barang 
muatan akibat kesalahan atau kelalaian 
dari pihak perusahaan, maka perusahaan 
bertanggung jawab mengganti kerugian 
yang besarnya ditentukan atas 
kesepakatan pihak perusahaan dengan 
pengguna jasa. 
Untuk mengurangi timbulnya kerugian 
akibat kerusakan, kekurangan, dan 
kehilangan barang muatan pada saat 
proses bongkar muat barang di pelabuhan 
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) 
Cabang Jayapura senantiasa melakukan 
rapat intern membahas biaya bongkar 
muat, jumlah jam kerja, waktu yang 
terpakai, persiapan petugas (TKBM) yang 
akan diturunkan di lapangan, Persiapan 
alat-alat bongkar muat yang akan 
dipergunakan. Hal ini dilakukan agar dapat 
mengantisipasi atau memperkecil resiko 
timbulnya kerugian pada saat proses 
bongkar muat. 
Tanggung jawab terhadap kerugian yang 
timbul atas barang muatan akibat proses 
bongkar muat sesuai dengan ketentuan 
Pasal 468 ayat (2) KUHD, yakni 
perusahaan hanya bertanggung jawab atas 
semua kerugian pada saat proses bongkar 
muat, tetapi apabila perusahaan dapat 
membuktikan tidak bersalah, misalnya 
dapat membuktikan bahwa kerusakan 
terjadi pada saat barang masih berada di 
atas kapal, maka perusahaan akan 
dibebaskan dari tanggung jawab 
mengganti kerugian. Dalam hal ini prinsip 
yang dipakai adalah prinsip tanggung 
jawab praduga/presumption liability. 
 
3. PENUTUP 
3.1.  Kesimpulan 
Tanggung jawab PT. Pelabuhan Indonesia 
IV (Persero) Cabang Jayapura terhadap 
barang angkutan dalam pelaksanaan 
bongkar muat barang pada dasarnya 
meliputi perlindungan yang bersifat 
administratif (kelengkapan dokumen atau 
barang angkutan) dan perlindungan yang 
sifatnya fisik. Bentuk perlindungan secara 
fisik ini dimaksudkan untuk menjaga dan 
memelihara keutuhan dan keamanan 
barang angkutan selama dalam kegiatan 
pembongkaran dan pemuatan barang 
tersebut dari dan ke kapal pengangkut. 
Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya 
mengganti kerugian yang timbul atas 
kerusakan, kekurangan dan kehilangan 
barang muatan saat proses bongkar muat 
tersebut sepenuhnya harus sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku 
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